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Sub Bagian Humas

Dewan Prioritaskan
‘Perut Sendiri’

Tuntut Kenaikan
Gaji 200 Persen,
Tak Pikirkan Rakyat

KEINGINAN Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah (DPRD) se-
Indonesia agar gaji dan tun-
jangan naik 200 persen dalam
penyusunan APBD tahun 2016
menuai kecaman. Salah satunya
datang dari Direktur Centre For
Budget Analysis (CBA) Uchok
Sky Khadafi.

Menurut Uchok, tuntutan ter_
sebut'sarat dengan kepentingan
pribadi anggota DPRD. “Para
DPRD ini sepertinya berpikir biar
bisa cepat jadi orang kaya. Cita-
citajadicaleg, dan lalujadi DPRD
bukan untuk membantu rakyat,
malahan ingin dapat gaji dan tun-
jangan yang setinggi tingginya,’
sindir Uchok, kemarin (25/6).

Uchok mengatakan, DPRD
tidak pernah berpikir dan punya
rasa malu minta kenaikan sam-
pai 200 persen. Padahal belum
ada apapun yang dikerjakan
untuk kepentingan rakyat.
Bahkan sibuk dengan intrik an-
tara fraksi, atau sesama anggota
DPRD. “Jadi harus ditolak ke-
naikan 200 persen ini demiun_
tuk menyelamatkan uang pajak
rakyat, dan jangan sampai jatuh
pada politisi DPRD yang nggak
jelas kinerjanya,” tegas dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta
Djarot Saiful Hidayat mengalku
telah mengetahui soal tuntutan
kenaikan gaji dan tunjangan

Setuju atau tidak,
ya tergantung
kemampuan

(daerah)”.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

- Wakil Gubernur
DKl Jakarta

DPRD. Menurut dia, Pemprov
DKI berpikiran positif mengenai
tuntutan itu. “Setuju atau tidak, ya
tergantung kemampuannya
(daerahnya). Itu kan ada peratu-
rannya ya. Tergantung undang-
undang bagaimana itu aturan-
nya,” kata dia.

Djarot mengakui, dirinya tidak
tahu soal penetapan besaran
gaji. Bahkan dia mengaku tidak
pernah mengetahui gajinya se-
bagai wakil gubernur DKI Jakar-
ta. Bagi dia, gaji dan tunjangan
yang diterimanya sudah lebih
cukup untuk mencukupi kebu-
tuhan keluarga sehari-hari.

“Saya tidak begitu mengerti
soal gaji. Gajiku saja aku nggak
tahu, apalagi gaji DPRD. Dulu

saya jadi DPRD selama sekitar - -

10 bulan. Saya juga tidak terlalu
mengurus gaji. Tapi waktu tahun
1999. Itu sudah cukup kok
gajinya. Kalau DPR RI cukup itu
gajinya,” papar dia: (wok)




